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PENUTUP 

Dipandang dari segi historis, proses pencatatan Warisan Budaya Takbenda di Indonesia ternyata 

telah dilakukan sejak jaman kerajaan hingga jaman kolonial. Perjalanan sejarah proses pencatatan 

diwarnai dinamika yang melingkupi berbagai aspek seperti kendala-kendala karena kondisi geografis 

dan politik pada saat itu. Sejak Bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, proses 

pencatatan dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, perguruan tinggi, 

LSM dan perseorangan . Namun, karya budaya yang telah dicatatkan belum ditetapkan secara resmi 

oleh negara secara nasional. 

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi UNESCO 2003 tentang Perlindungan Warisan 

Budaya Takbenda, Indonesia wajib melaksanakan berbagai upaya dalam rangka pelestarian, yaitu 

perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya takbenda yang ada di wilayah 

Indonesia. Upaya untuk pelestarian kebudayaan Indonesia merupakan upaya yang melibatkan 

berbagai unsur baik pemerintah, masyarakat, maupun berbagai organisasi non-pemerintah seperti 

misalnya, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang mempunyai perhatian dalam bidang kebudayaan. 

Upaya pencatatan karya budaya dan penetapan untuk dijadikan Warisan Budaya Takbenda Indonesia 

serta pengusulkannya ke Sekretariat Intangible Cultural Heritage UNESCO, melewati beberapa proses 

dan mekanisme yang berlaku. Proses dan mekanisme itu diatur dalam Panduan Pencatatan Penetapan, 

dan Pengusulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Hal ini perlu dilakukan agar pencatatan dan 

penetapan karya budaya yang mempunyai kriteria sendiri tetap berada pada Panduan ini. 

Dari segi fungsi dan manfaat, Panduan ini berfungsi sebagai acuan dalam melakukan pencatatan 

dan penetapan Karya Budaya secara sistematis bagi pemangku kepentingan. Tahap demi tahap karya 

budaya yang akan dicatat hingga ditetapkan dan pengusulan ke Badan Intangible Cultural Heritage 

UNESCO terdapat dalam Panduan ini sehingga masyarakat yang akan melakukan pencatatan karya 

budaya akan lebih mudah dalam melakukan pencatatan dan memahami lebih dalam mengenai 

pentingnya pelestarian Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Lain dari itu, Panduan ini juga penting 

sebagai acuan bagi pemerintah, dalam hal ini Tim Ahli dan Pejabat yang berwenang untuk melakukan 

penetapan karya budaya sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dan Pejabat sebagai Pemangku 

Kepentingan yang mewakili Bangsa Indonesia di kancah internasional dalam proses Pengusulan/ 

Nominasi Warisan Budaya Takbenda Indonesia ke Badan Intangible Cltural Heritage UNESCO. 
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Sementara itu, penerima manfaat dari Pencatatan, Penetapan, dan Pengusulan Warisan Budaya 

Takbenda Indonesia itu sendiri adalah pemerintah, akademisi, dunia usaha, maupun masyarakat 

um um di bidang pengambilan keputusan, sumber penelitian, usaha produk kreatif dan pengembangan 

pariwisata untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Panduan ini akan mempermudah bagi pemangku kepentingan dalam melakukan pencatatan karya 

budaya agar Warisan Budaya Takbenda Indonesia dapat dilestarikan. Na mun, Panduan ini tentu tidak 

akan berguna apabila implementasi Panduan ini tidak dapat ditindaklanjuti . Tentu saja sebaiknya 

bukan hanya Pemerintah Pusat yang akan mengemban tugas ini, melainkan juga Pemerintah Daerah 

baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang memiliki kewajiban melaporkan pelaksanaan kebijakan, 

program, pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia di daerah sehingga terjadi penguatan jati 

diri bangsa Indonesia. 
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